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KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAMN SAKIT UMUM DAERAN Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/22 /RSUD-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN SELISIH BIAYA
RAWAT INAP DI ATAS KELAS 1 BAGI PASIEN JAMINAN BPJS KESEHATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang @ a. bahwa dalam rangka Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit
Umum Dacrah Dr. Muhammad Zein Painan, maka dipandang perlu
menetapkan Selisih Biaya Rawat Inap Di Atas Kelas I bagi pasien
Jaminan BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

b. bahwa untuk menetapkan Selisih Biaya Rawat Inap Di Atas Kelas I bagi
pasien Jaminan BPJS Keschatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein
Painan.

Mengingat oL Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 ‘tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

(p‘ 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Tentang Jaminan Kesehatan;

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 360),

16.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Kedua Permenkes 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

17.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018

Tentang Pengenaan Urun Biaya Dan Selisih Biaya Dalam Program
Jaminan Kesehatan;

18.  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

19.

Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan;

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan Selisih Biaya Rawat Inap Di Atas Kelas I bagi pasien Jaminan
BPJS keschatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
AP gy p-DaPesember 2021
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SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

LAMPIRAN I
PAINAN
NOMOR 800/0R /RSUD-2021
TANGGAL 04 JANUARI 2021
TENTANG SELISIH BIAYA RAWAT INAP DI ATAS KELAS |
BAGI PASIEN JAMINAN BPJS KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN
No. Uraian Selisih Biaya

Masa Rawatan | sampai 3 hari

25% dari tanif INA-CBG Kelas |

Masa Rawatan 4 sampai 5 hari

40% dari tarif INA-CBG Kelas I

Masa Rawatan 6 hari atau lebih

60% dari tarif INA-CBG Kelas I
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